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ABSTRAK 

Di Indonesia marak terjadi penggunaan kemasan dari merek terdaftar yang 

dilakukan oleh pihak lain yang kemasan produknya berdampak bagi kesehatan 

masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah penggunaan 

kemasan dari merek terdaftar oleh pihak lain selain pemilik merek merupakan 

pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis dan apakah pemilik merek yang 

kemasan produknya dipergunakan oleh pihak lain yang berdampak bagi 

kesehatan masyarakat dapat dituntut dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif 

melalui data sekunder yang didukung data primer, pengumpulan data melalui 

studi kepustakaan dan wawancara, analisis data kualitatif serta penarikan 

kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penggunaan kemasan dari merek terdaftar merupakan pelanggaran merek 

namun belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis yang hanya mengatur mengenai penggunaan 

merek saja sedangkan pemilik merek yang kemasan produknya dipergunakan 

oleh pihak lain yang berdampak bagi kesehatan masyarakat tidak dapat 

dituntut dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis karena belum ada pengaturan terkait 

penggunaan kemasan dan produk tersebut bukan merupakan hasil produksi 

dari pemilik merek. 

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Penggunaan Kemasan Merek 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pentingnya merek sangat berkaitan dengan perlindungan bagi 

masyarakat, yang mana masyarakat membutuhkan barang maupun jasa 

yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan merek terdaftar atau 

merek terkenal untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Keberadaan 

merek membuat masyarakat mudah mengenali produk yang akan 

dibelinya hanya dengan melihat kemasan bermerek dan memberikan 

jaminan atas produk yang dihasilkan. Hal ini berarti dapat 

menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap suatu merek. 

Dengan terciptanya kepercayaan antara merek dengan masyarakat 

maka citra merek akan semakin meningkat. 

Dalam hal ini banyak terdapat pihak lain yang secara tanpa hak 

untuk menggunakan dan memanfaatkan kemasan dari merek terdaftar 

tanpa izin dari pemilik merek. Penggunaan kemasan tersebut dapat 

merugikan pemilik merek dan masyarakat yang cenderung mudah 

tertipu apabila suatu produk menggunakan kemasan dari merek 

terdaftar. Pihak lain tersebut menggunakan kemasan dari merek 

terdaftar untuk memperdagangkan produknya guna mengambil 

keuntungan tanpa peduli dengan kualitas dan mutu produk yang 

dibuatnya yang kemudian dikemas dengan merek terdaftar. 

Dalam penggunaan kemasan dari merek terdaftar, terjadi 

pelanggaran terhadap penggunaan kemasannya dan juga penggunaan 

mereknya. Namun pengaturan mengenai kemasan belum diatur secara 

merinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. Hanya penggunaan merek terdaftar yang sudah 

diatur dalam Undang-Undang Merek. 

Hal seperti ini dapat ditemukan di tempat perdagangan yang 

memasarkan berbagai macam produk dengan menggunakan kemasan 

dari merek terdaftar namun ternyata produknya berbeda dengan hasil 

produksi yang asli. Terutama pada kemasan yang dapat dilakukan 



pengisian ulang seperti pada air minum dalam kemasan galon untuk 

mengisi ulang, kemasan botol parfum serta kemasan dari merek 

terdaftar lainnya yang tidak dapat diisi ulang. Apabila tindakan ini 

dilakukan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian bagi 

pemilik merek serta masyarakat yang membeli produk tersebut. 

Sehubungan dengan maksud dilakukannya pengkajian terhadap 

masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian yaitu: “Kajian 

Yuridis Terhadap Penggunaan Kemasan Merek Terdaftar oleh 

Pihak Lain Yang Berdampak Bagi Kesehatan Masyarakat 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis”. 

2. Pokok Permasalahan 

Dalam penelitian memiliki perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan kemasan dari merek terdaftar oleh pihak lain 

selain pemilik merek merupakan pelanggaran merek berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis? 

2. Apakah pemilik merek yang kemasan produknya dipergunakan 

oleh pihak lain yang berdampak bagi kesehatan masyarakat dapat 

dituntut dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

 

B. METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui pendekatan 

Undang-Undang. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.1 

Pemahaman dan pengaturan akan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

                                                           
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 13. 



Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan 

data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.2 

Penelitian ini memerlukan data sekunder yang didukung dengan data 

primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku 

warga masyarakat, melalui wawancara.3 Data sekunder diperoleh melalui 

studi kepustakaan, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.4  

Pengumpulan data melalui wawancara dengan Wakil Ketua Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Analis Pertimbangan Hukum 

Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hasil data 

dari penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. 

Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.5 Analisis 

dilakukan dengan menguraikan keseluruhan data hasil dari penelitian yang 

akan menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan cara 

berpikir deduktif, yaitu kegiatan berpikir dari pernyataan yang bersifat 

umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.6 

 

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi 

oleh sesuatu perusahaan.7 Menurut Prof. Molengraaf : 

“Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, 

untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga 

                                                           
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

2015), hal. 10. 
3 Ibid., hal. 12.  
4 Ibid. 
5 Ibid., hal. 32. 
6Izhar, “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui 

Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik”. Jurnal Pesona, Vol. 2 No. 1 (Januari 2016), hal. 

65-66. 
7Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia)(revisi), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 154. 



bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan 

diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.”8 

  

Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1, yaitu: 

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 

dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”9  

 

Perlindungan atas merek mencakup perlindungan terhadap tanda yang 

terdiri dari gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam 

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan 

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.10 

Dengan melihat objek yang dilindungi dari merek, maka merek 

berfungsi untuk membedakan barang yang dibuat dan diproduksi oleh 

suatu perusahaan atau jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, merek 

merupakan tanda pengenal yang digunakan oleh perusahaan untuk 

melakukan kegiatan perdagangan dan juga untuk menjamin mutu suatu 

barang dan/atau jasa apabila dibandingkan dengan barang dan/atau jasa 

yang diproduksi oleh perusahaan lain.11 

Dalam literatur hukum dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, 

yaitu pendaftaran merek dengan sistem deklaratif dan pendaftaran merek 

dengan sistem konstitutif.12 Dalam sistem konstitutif, hak atas merek 

diperoleh melalui pendaftaran. Apabila melakukan pendaftaran atas merek 

dengan sistem ini, maka seseorang akan mendapatkan hak eksklusif dari 

                                                           
8 Ibid. 
9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 

1. 
10 Ibid., Pasal 2 ayat 3. 
11 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2003), hal. 321. 
12 Ibid., hal. 331. 



merek tersebut.13 Hal ini harus dilakukan karena tanpa pendaftaran maka 

tidak ada hak atas merek maupun perlindungan hukum. Maka dalam 

sistem ini dikatakan bahwa hak atas merek terbentuk karena pendaftaran 

dan bukan karena pemakaian pertama.14 Sedangkan dalam sistem 

deklaratif, pendaftaran merek bukanlah hal yang wajib dilakukan karena 

tidak ada kewajiban untuk melakukannya.15 Dalam sistem ini, seseorang 

yang berhak atas merek adalah orang-orang yang dengan sungguh-

sungguh menggunakan merek tersebut dengan baik. Sehingga pendaftaran 

merek bagi sistem ini hanyalah untuk dugaan bahwa pihak yang mereknya 

terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai 

pengguna pertama dari merek yang didaftarkan.16 

Sehubungan dengan sistem pendaftaran merek, Indonesia menganut 

sistem konstitutif, karena dengan melakukan pendaftaran ke Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan jaminan atas 

perlindungan hukum dan kepastian hukum. Jika merek telah terdaftar, 

siapapun pihak tidak dapat menggugat merek tersebut.17 

Terkait dengan pendaftaran merek, terdapat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi bagi pihak-pihak yang akan mendaftarkan mereknya agar merek 

tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.18 Syarat 

pertama yang harus dipenuhi adalah merek harus memiliki daya pembeda 

yang cukup kuat untuk membedakan dengan produksi barang atau jasa 

milik pihak lain.19 

Pelanggaran terhadap merek merupakan suatu perbuatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan mudah, yaitu 

dengan berusaha mengikuti, meniru atau memalsukan merek tertentu yang 

sudah terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan 

                                                           
13 Ibid.  
14 OK Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 366. 
15 Ibid., hal. 322.  
16 Ibid. 
17 Rachmadi Usman, Op.Cit., hal. 333. 
18OK Saidin, Op.Cit, hal. 348. 
19 Ibid. 



kerugian tidak hanya bagi masyarakat dan produsen atau pengusaha, tetapi 

negara pun juga dirugikan.20 Pelanggaran merek adalah perbuatan yang 

secara tanpa hak menggunakan merek terdaftar, yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang 

sejenis.21 

Dengan membahas pelanggaran merek, sangat erat kaitannya dengan 

persaingan usaha tidak jujur (unfair competition). Jika para pengusaha 

dalam kegiatan usaha yang sejenis secara bersama-sama mempromosikan 

barang dan/atau jasa yang diproduksinya dalam suatu wilayah daerah yang 

sama pula maka masing-masing saling berusaha dengan giat untuk 

mendapatkan posisi di hati masyarakat sebagai konsumen secara 

kompetitif.22  

Pelanggaran merek terdiri dari persamaan pada pokoknya dan 

persamaan pada keseluruhannya. Seperti pada bunyi Pasal 100 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

yang mengartikan pelanggaran merek yaitu setiap orang yang dengan 

tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya maupun 

pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan 

atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.23 Dalam hal 

ini, bentuk pelanggaran merek yang belum dijelaskan secara rinci adalah 

pelanggaran terhadap penggunaan kemasan yang saat ini sudah dapat 

dilindungi dengan merek 3 (tiga) dimensi. Merek 3 (tiga) dimensi dapat 

melindungi merek beserta desain kemasannya. 

Perlindungan Konsumen erat kaitannya dengan Merek, karena 

pelanggaran yang terjadi atas hak merek sangat berdampak terhadap 

konsumen, karena konsumen selalu membutuhkan produk dengan 

                                                           
20 Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op.Cit., hal. 187. 
21Gunawan Widjaja, Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 31. 
22 OK Saidin, Op.Cit, hal. 356. 
23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Op.Cit., Pasal 100. 



memakai merek tertentu.24 Undang-Undang Merek bertujuan untuk 

mengatur penggunaan merek agar para pihaknya tidak merugikan satu 

sama lain, namun ketentuan tentang penggunaan merek ini sangat berguna 

bagi para konsumen, agar konsumen terhindar dari kesalahan atau 

kekeliruan dalam penggunaan barang atau jasa yang bermerek.25 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen memberikan pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha 

pada Pasal 19 yaitu bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, maupun kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, 

ganti kerugian dapat berbentuk pengembalian uang, penggantian barang 

dan atau jasa, perawatan kesehatan hingga pemberian santunan.26  

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap makanan, minuman 

dan juga kosmetik. Dalam Pasal 111 dan Pasal 105 ayat (2) Undang-

Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan 

aturan mengenai kesehatan pada makanan dan minuman serta kosmetik 

yaitu makanan dan minuman maupun kosmetik yang akan diedarkan 

kepada masyarakat harus memenuhi persyaratan kesehatan dan 

memperoleh izin edar terlebih dahulu, jika tidak memenuhi maka 

diberikan larangan untuk diedarkan dan dicabut izin edarnya.27 

1. Analisis Penggunaan Kemasan Dari Merek Terdaftar Oleh Pihak 

Lain Selain Pemilik Merek Merupakan Pelanggaran Merek 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis 

Selama ini penggunaan kemasan dari merek terdaftar belum diatur 

secara merinci dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

                                                           
24 Ahmad Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2010),  hal. 72. 
25 Ibid., hal. 72-73. 
26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19. 
27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 dan Pasal 105 ayat 

(2). 



Merek yang hanya memberikan perlindungan terhadap gambar, nama, 

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari 

unsur tersebut. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai Undang-Undang 

Merek yang baru memberikan terobosan baru dalam Pasal 2 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mana dalam Pasal 

tersebut telah memperluas ruang lingkup perlindungan hukum atas 

merek nonkonvensional yaitu merek 3 (tiga) dimensi. Terobosan 

tersebut dilakukan karena meningkatnya pelanggaran-pelanggaran 

terhadap penggunaan kemasan dan penggunaan merek yang terjadi 

antara tahun 2012 sampai dengan 2018. Diantaranya terdapat beberapa 

contoh kasus penggunaan kemasan dari merek terdaftar yang 

digunakan, yaitu: 

Merek Kemasan Pelanggar Produk 

AQUA Galon Pelaku Usaha pabrik 

rumahan, terdiri dari 4 

(empat) pelaku di 

Pondok Cabe, Pamulang, 

Tangerang Selatan 

Kemasan galon merek 

AQUA berukuran 19 

Liter diisi ulang dengan 

air tanah dan 

diperdagangkan kepada 

toko dan warung 

daerah Cilandak dan 

Pondok Labu 

AQUA Galon Tempat Usaha Pengisian 

Ulang (Depot Air 

Minum) di Tangerang 

Selatan terdiri dari 4 

(empat) pelaku 

Pelaku menyediakan 

galon merek AQUA 19 

liter yang sudah terisi 

air tanah dan 

diperdagangkan ke 

warung kecil di sekitar 

tempat usahanya  

2Tang Galon Pelaku Usaha dalam 

gudang pemalsuan label 

di Perumahan Garden 

City Tangerang terdiri 

dari 4 (empat) pelaku  

Kemasan galon 19 

Liter diisi ulang dengan 

air tanah menggunakan 

sumur bor, mengganti 

label berwarna merah 

menjadi label berwarna 

putih serta diberi label 

dengan merek 2Tang 

Mentari 

(MTR) 

Beras 

Premium 

Pelaku usaha berinisial 

HNT di Malang, Jawa 

Timur 

Menggunakan merek 

dan kemasan berukuran 

5 kilogram tanpa hak 

dengan mengubah kode 

“MTR” Mentari 

menjadi “MRI” 

Mentari dan mengubah 

beras menjadi kualitas 



medium 

Hetty 

Nugrahati 

(HN) 

Kosmetik Pelaku usaha berinisial 

FL di Jakarta meracik 

kosmetik merek HN 

Menggunakan merek 

HN dan kemasan 

kosmetik seperti sabun 

cair pembersih muka 

dan sabun cair 

pembersih badan dan 

mencetak label sendiri  

Pantene Shampo Pelaku usaha dalam 

gudang tempat produksi 

sampo merek Pantene 

yang berada di Bogor 

Kemasan sachet 

shampo merek Pantene 

Bvlgari, 

Hugo, dan 

sebagainya 

Parfum Pelaku usaha dalam 

pabrik rumahan produksi 

parfum di Jakarta Barat 

Menggunakan kemasan 

botol dan merek 

parfum terkenal  

 

 

Pada Undang-Undang Merek terdahulu memberikan perlindungan 

terhadap merek dan desain industri, namun selama ini desain industri 

tidak terlalu dipergunakan karena kemasan tidak dapat dilindungi 

dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sehingga hanya 

dapat diberikan perlindungan terhadap mereknya. Oleh karena itu 

dengan adanya terobosan baru dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu perlindungan 

hukum terhadap merek 3 (tiga) dimensi, pemilik merek dapat 

melakukan pendaftaran terhadap merek dan kemasannya agar terhindar 

dari pelanggaran merek seperti peniruan atau pemalsuan merek pada 

produk pihak lain. 

Pelanggaran merek adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak 

menggunakan merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis.28 

Dengan begitu, penggunaan kemasan dari merek terdaftar oleh pihak 

lain selain pemilik merek merupakan pelanggaran merek namun tidak 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis yang hanya mengatur mengenai penggunaan 

merek terdaftar saja. Namun sekarang ini dengan adanya ketentuan 

                                                           
28 Gunawan Widjaja, Op.Cit., hal. 31. 

Tabel 4.1: Kasus Penggunaan Kemasan Dari Merek Terdaftar 



mengenai merek 3 (tiga) dimensi pemilik merek dapat mendaftarkan 

merek beserta desain kemasannya.  

Saat ini sudah terdapat merek 3 (tiga) dimensi yang didaftarkan 

seperti desain berbentuk segitiga pada cokelat Toblerone dan pada 

botol Coca-Cola. Menurut Bapak Ariestrada, selaku Analis 

Pertimbangan Hukum Direktorat Merek mengatakan bahwa di 

Indonesia, belum adanya merek yang didaftarkan sebagai merek 3 

(tiga) dimensi karena cenderung mendaftarkan mereknya saja.29 Maka 

umumnya penggunaan kemasan tidak terlalu diperhatikan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis akan 

memadai apabila pemilik merek mendaftarkan mereknya sebagai 

merek 3 (tiga) dimensi dengan melihat perkembangan zaman sekarang 

yang mana marak terjadi pemanfaatan penggunaan kemasan dari 

merek terdaftar oleh pihak lain selain pemilik merek yang seharusnya 

apabila mendaftarkan merek sebagai merek 3 (tiga) dimensi akan 

melindungi kemasannya. 

2. Analisis Pemilik Merek Yang Kemasan Produknya Dipergunakan 

Oleh Pihak Lain Yang Berdampak Bagi Kesehatan Masyarakat 

Dapat Dituntut Dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

yang hanya mengatur mengenai sanksi dari penggunaan merek yang 

produknya bermasalah hingga mengancam kesehatan, lingkungan dan 

kematian diperberat sanksi pidananya untuk melindungi pemilik merek 

terdaftar dari adanya pelanggaran merek. 

Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, terdapat ketentuan 

terkait dengan kesehatan dengan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) 
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Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 7 Desember 2018. 



dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan yang mengatur mengenai makanan dan minuman bahwa 

produk makanan dan minuman harus memenuhi standar kesehatan 

sebelum diperdagangkan kepada masyarakat luas karena harus 

memperoleh izin terlebih dahulu yang menyatakan bahwa produk 

tersebut layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian pada 

Pasal 111 ayat (6) juga mengatur bahwa produk yang tidak memenuhi 

standar, tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan membahayakan 

kesehatan dilarang untuk diedarkan dan diperdagangkan kepada 

masyarakat. Dengan adanya perbedaan pada isi yang terkandung dalam 

kemasan dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian secara 

materiil maupun imateriil seperti kesehatan. 

Selain itu terdapat Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kosmetik juga 

harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. 

Sehingga baik produk makanan dan minuman maupun produk 

kosmetik sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi 

standar produksi dan persyaratan kesehatan yang telah ditentukan. 

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai 

tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian, pencemaran atau kerugian 

konsumen akibat mengkonsumi barang dan jasa yang diperdagangkan. 

Ganti rugi berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan hingga 

pemberian santunan. Jika dikaitkan dengan penggunaan kemasan dari 

merek terdaftar yang menimbulkan gangguan kesehatan maka pihak 

lain yang secara tanpa hak mempergunakan kemasan maupun 

mereknya yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian kesehatan 

yang diderita masyarakat akibat mengonsumsi produk dengan 

memakai kemasan dan merek terdaftar milik pemilik merek. Sehingga 

dalam hal ini dari sisi pemilik merek tidak dapat dituntut karena 



pemilik merek adalah pihak yang dirugikan dengan dipergunakannya 

merek dan kemasan dari mereknya. 

Demikian dalam permasalahan ini, pemilik merek yang kemasan 

produknya dipergunakan oleh pihak lain yang berdampak bagi 

kesehatan masyarakat tidak dapat dituntut dengan Pasal 100 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis karena produk yang menggunakan kemasan dari merek 

terdaftar yang menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat  bukan 

merupakan hasil produksinya melainkan hasil produksi pihak lain, 

selain itu tidak adanya pengaturan terkait larangan penggunaan 

kemasan dari merek terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 serta tidak adanya perlindungan hukum bagi kemasannya karena 

tidak didaftarkan sebagai merek 3 (tiga) dimensi. Apabila masyarakat 

ingin melakukan penuntutan maka harus menuntut pihak lain yang 

menggunakan merek terdaftar dan kemasannya dengan 

mempermasalahkan isi produknya atau mengenai kesehatan melalui 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan 

atau Undang-Undang yang terkait. 

 

D. PENUTUP DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

1) Penggunaan kemasan dari merek terdaftar termasuk pelanggaran 

merek namun belum terdapat pengaturan dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 yang hanya mengatur mengenai 

penggunaan merek terdaftar saja. Dari segi penggunaan mereknya 

termasuk pelanggaran merek karena menggunakan merek secara 

tanpa hak maka dalam peristiwa ini terjadi pelanggaran terhadap 

penggunaan merek dan penggunaan kemasannya. Selain itu, 

penyelesaian terkait penggunaan kemasan dari merek terdaftar 

tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Merek yang baru 

karena hanya mengatur perihal penggunaan mereknya saja. 



Sehingga pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis akan memadai apabila 

pemilik merek mendaftarkan merek beserta kemasannya dalam 

bentuk merek 3 (tiga) dimensi maka kemasannya akan terlindungi. 

2) Pemilik merek yang kemasan produknya dipergunakan oleh pihak 

lain yang berdampak bagi kesehatan masyarakat tidak dapat 

dituntut dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena Undang-

Undang tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai 

penggunaan kemasan, tetapi hanya penggunaan mereknya saja. 

Selain itu pemilik merek dirugikan karena produk yang 

menggunakan kemasan dari merek terdaftar yang menimbulkan 

kerugian kesehatan masyarakat bukan hasil produksinya melainkan 

hasil produksi pihak lain serta pemilik merek tidak mendaftarkan 

mereknya sebagai merek 3 (tiga) dimensi yang dapat melindungi 

merek beserta kemasannya. Dalam hal penututan, masyarakat dapat 

menuntut pihak lain yang menggunakan kemasan dari merek 

terdaftar, karena produk tersebut merupakan produksinya yaitu 

dengan menerapkan Undang-Undang lain selain Undang-Undang 

Merek yang berkaitan dengan isi produk atau kesehatan karena 

pihak yang harus bertanggung jawab adalah pihak lain yang 

menggunakan kemasan dari merek terdaftar, bukan pemilik merek.  

2. Saran 

1) Pada penggunaan kemasan dari merek terdaftar oleh pihak lain 

yang berdampak bagi kesehatan masyarakat, sebaiknya diatur lebih 

tegas mengenai larangan penggunaan kemasan serta pengenalan 

mengenai merek nonkonvensional seperti merek 3 (tiga) dimensi 

serta memberikan penyuluhan bahwa tindakan penggunaan 

kemasan tersebut dapat merugikan pemilik merek dan masyarakat 

yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu 

produk bermerek terdaftar apabila memiliki mutu dan kualitas yang 



rendah. Sehingga sebaiknya diberikan aturan yang dapat 

menghindari tindakan penggunaan kemasan dari merek terdaftar 

guna mengantisipasi kerugian bagi pemilik merek dan masyarakat 

luas. 

2) Seharusnya dalam penanganan permasalahan merek yang 

mengakibatkan kerugian masyarakat dalam hal ini Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan perlu menggunakan beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Merek terutama ketentuan yang berkaitan dengan 

kesehatan masyarakat. 
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